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Undang-Undang CIpta Kerja



Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja

LATAR BELAKANG

Kontroversi dan Efektivitas UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja lahir untuk menghadapi tantangan global dan mengatur
perlindungan tenaga kerja atas dasar semangat untuk meningkatkan investasi 
serta memajukan industrialisasi di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Cipta 
Kerja dengan menggunakan metode Omnibus law menjadi diskursus yang banyak 
diperbincangkan hingga sekarang oleh berbagai kalangan.

Kontroversi UU Cipta Kerja dapat dilihat dari unjuk rasa serikat pekerja demi 
memperjuangkan nasibnya pada saat penyusunan peraturan perundang-
undangan. Meskipun kontroversial, UU ini akhirnya disahkan dan berlaku. Poin 
penting dari problematika dan isu yang muncul akibat dari disahkannya UU Cipta 
Kerja menggunakan metode omnibus law, yaitu efektif atau tidaknya undang-
undang tersebut untuk memberikan manfaat secara luas untuk masyarakat



Implementasi Identitas Hukum yang Beragam dapat Mendukung Efektivitas 
Undang-Undang Cipta Kerja dengan Menggunakan Metode Omnibus Law

Proses pembuatan peraturan perundang-

undangan harus memperhatikan asas dan 

berbagai aspek yang tepat karena 

Indonesia merupakan Negara yang kaya 

akan keberagaman identitas hukum 

sehingga kekuatan hukum dan efektifitas

implementasinya dapat berjalan 
sebagaimana mestinya

Identitas hukum yang beragam 

tersebut sebenarnya dapat mendukung 

UU Cipta Kerja dengan menggunakan 

metode  Omnibus Law. 

Melalui konsep omnibus law, UU Cipta Kerja mengintegrasikan banyak 
produk hukum daerah menjadi satu undang-undang sehingga lebih efisien. 
Dampaknya termasuk perubahan kewenangan dari pemerintah daerah ke 
pemerintah pusat dan terfokus menciptakan iklim investasi kondusif



Kesesuaian Antara UU Cipta Kerja dengan Teori Hukum dan Pembangunan yang 
Berdampak pada Efektivitasnya dalam Memenuhi Kebutuhan Para Pekerja

UU Cipta Kerja selaras dengan Teori Hukum dan 
Pembangunan karena menunjukkan semangat mazhab 
sejarah, yang dibuktikan dengan menjadi hukum tertulis 
yang berdasarkan norma dasar UUD 45. Hal ini sesuai 
dengan konsep positivisme hukum yang diperkenalkan 
oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai salah satu ciri 
Teori Hukum dan Pembangunan.

UU Cipta Kerja berdasarkan
kebutuhan masyarakat,
menunjukkan efektivitas
pembangunan hukum. 
Dukungan dan kesadaran
masyarakat penting dalam
implementasi omnibus law

Berdasarkan penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa Omnibus law 
telah terbukti efektif dalam menyederhanakan regulasi yang berlebihan dan 
saling tumpang tindih. Kondisi ini dapat terjadi berkat pendekatan sederhana 
dalam bidang ekonomi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, dan investasi. 
Dengan kata lain UU Cipta Kerja berperan penting dalam membangun sistem 
hukum dengan memenuhi kebutuhan masyarakat utamanya bagi tenaga kerja 
secara luas
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